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Abstrak	
Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia	(Polri)	merupakan	lembaga	penegak	hukum	yang	memegang	
peran	 penting	 dalam	 menjaga	 ketertiban	 negara.	 Dalam	 menjalankan	 tugasnya,	 Polri	 wajib	
mematuhi	 etika	 profesi	 demi	menjaga	 integritas	 lembaga.	Namun,	 di	 sisi	 lain,	 perilaku	 beberapa	
oknum	anggota	Polri	 justru	mencederai	 citra	 institusi,	 salah	 satunya	melalui	 tindak	pidana	 suap.	
Kritik	terhadap	penyalahgunaan	kewenangan	ini	menjadi	perhatian	serius.	Penelitian	ini	bertujuan	
untuk	menganalisis	ketentuan	pemberian	sanksi	kode	etik	terhadap	anggota	Polri	yang	menerima	
suap,	 serta	memahami	penerapan	sanksi	etik	 tersebut.	Metode	yang	digunakan	adalah	penelitian	
yuridis	 normatif	 dengan	 pendekatan	 perundang-undangan	 dan	 studi	 kasus,	 berdasarkan	 bahan	
hukum	primer,	sekunder,	dan	tersier.	Analisis	dilakukan	secara	deskriptif	untuk	menarik	kesimpulan	
yang	 tepat.	 Hasil	 penelitian	menunjukkan	 bahwa	 penerapan	 sanksi	 terhadap	 anggota	 Polri	 yang	
terlibat	tindak	pidana	suap	belum	sepenuhnya	sesuai	dengan	ketentuan	PP	Nomor	1	Tahun	2003	
tentang	 Pemberhentian	 Anggota	 Kepolisian	 dan	 Perpol	 Nomor	 7	 Tahun	 2022	 tentang	 Kode	 Etik	
Kepolisian.	 Sanksi	 yang	 diberikan	 hanya	 berupa	 mutasi	 dengan	 demosi,	 padahal	 seharusnya	
diberikan	 Pemberhentian	 Tidak	 Dengan	Hormat	 (PTDH)	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 Pasal	 11	 PP	
Nomor	1	Tahun	2003.	Oleh	karena	itu,	perlu	ketegasan	dalam	penegakan	kode	etik	agar	kredibilitas	
Polri	 tetap	 terjaga,	 serta	 optimalisasi	 pengawasan	 internal	 untuk	 membina	 anggota	 kepolisian.	
Berdasarkan	 hasil	 penelitian,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 penerapan	 sanksi	 terhadap	 anggota	
Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia	yang	melakukan	tindak	pidana	suap	masih	belum	sepenuhnya	
mencerminkan	ketegasan	hukum	sebagaimana	yang	diatur	dalam	peraturan	perundang-undangan	
yang	berlaku.	
	
Kata	Kunci:	Pelanggaran,	Kode	Etik	Profesi,	Kepolisian.	
	

Abstract	
The	 Indonesian	National	 Police	 (Polri)	 is	 a	 law	 enforcement	 institution	 that	 plays	 a	 crucial	 role	 in	
maintaining	national	order.	In	carrying	out	its	duties,	Polri	is	obligated	to	adhere	to	professional	ethics	
to	uphold	the	integrity	of	the	institution.	This	study	aims	to	analyze	the	provisions	for	imposing	ethical	
sanctions	on	Polri	members	who	accept	bribes	and	to	understand	the	application	of	these	sanctions.	The	
method	used	is	normative	juridical	research,	employing	a	statutory	and	case	study	approach,	based	on	
primary.	The	results	of	the	study	indicate	that	the	imposition	of	sanctions	on	Polri	members	involved	in	
bribery	 has	 not	 fully	 complied	 with	 the	 provisions	 of	 Government	 Regulation	 Number	 1	 of	 2003	
concerning	the	Dismissal	of	Police	Officers	and	Perpol	Number	7	of	2022	concerning	the	Police	Code	of	
Ethics.	The	sanctions	imposed	were	merely	in	the	form	of	a	transfer	accompanied	by	demotion,	whereas	
they	 should	have	 been	 in	 the	 form	of	Dishonorable	Discharge	 (PTDH)	as	 stipulated	 in	Article	 11	 of	
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Government	Regulation	Number	1	of	2003.	Therefore,	it	is	necessary	to	enforce	the	code	of	ethics	more	
firmly	to	maintain	the	credibility	of	Polri,	along	with	optimizing	internal	supervision	in	fostering	police	
personnel.	 Based	 on	 the	 research	 findings,	 it	 can	 be	 concluded	 that	 the	 imposition	 of	 sanctions	 on	
members	of	the	Indonesian	National	Police	who	commit	bribery	offenses	still	does	not	fully	reflect	the	
firmness	of	law	enforcement	as	regulated	in	the	applicable	laws	and	regulations.	
	
Keywords:	Violation,	Professional	Code	of	Ethics,	Police.	
	

	

1. PENDAHULUAN	

Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	 (selanjutnya	 disebut	 Polri)	 sebagai	

penegak	hukum,	merupakan	garda	terdepan	untuk	menjalankan	salah	satu	fungsi	

pemerintah	 dalam	 hal	 menjaga	 keamanan,	 dan	 ketertiban,	 serta	 memberikan	

perlindungan	kepada	masyarakat.1	Fungsi	dan	tugas	Polri	sesuai	Undang-Undang	

Nomor	 2	 Tahun	 2002	 tentang	 Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia,	 yakni	

memberikan	 pengayoman	 kepada	 masyarakat,	 dapat	 memberikan	 contoh	

berprilaku	yang	baik	dengan	sikap	menjaga	moral	dan	etika	profesi	kepolisian	yang	

tercemin	dalam	Tribata	dan	Catur	Prasetya,	hal	tersebut	menjadi	pedoman	norma	

berperilaku	yang	patut	dan	tidak	patut	untuk	dilakukan.	2	

Kepolisian	adalah	salah	satu	lembaga	penting	yang	memainkan	tugas	utama	

sebagai	 penjaga	 keamanan,	 ketertiban	 dan	 penegakan	 hukum,	 sehingga	 lembaga	

kepolisian	ada	di	seluruh	negara	berdaulat,	namun	anggota	Kepolisian	juga	seorang	

manusia	 biasa	 yang	 pada	 kenyataannya	 masih	 ada	 yang	 kedapatan	 melakukan	

tindakan	pelanggaran	hukum	salah	satunya	adalah	tindak	pidana	penyalahgunaan	

Narkotika,	 sehingga	 tindakan	 penegakan	 hukum	 dan	 pertanggungjawaban	 harus	

dilaksanakan	sesuai	dengan	aturan	hukum	dan	ketentuan	bagi	anggota	Kepolisian	

Negara	Republik	Indonesia	yang	berlaku.3	

Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	 dalam	 tugasnya	 mempunyai	 etika	

profesi	yang	harus	di	patuhi	demi	terciptanya	ketertiban	ketika	menjalankan	tugas	

 

1	 Ismantoro	 Dwi	 Yuwono.	Memahami	 Berbagai	 Etika	 Profesi	 dan	 Pekerjaan.	
MediaPressindo,	Yogyakarta,	2011,	hlm.	23.	

2	M.	Ridlwan	Hambali.	Etika	Profesi.	Agrapana	Media,	Jakarta.	2021,	hlm.	12.	
3	Muslim	Arju	Simatupang,	Harun,	dan	Zainal	Abidin.	"Peran	Kepolisian	Terhadap	

Penanganan	 Tindak	 Pidana	 Narkotika	 Oleh	 Anggota	 Kepolisian	 Negara	 Republik	
Indonesia."	Jurnal	 Ilmiah	 Mahasiswa	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Malikussaleh	8,	 no.	 1	
(2025):	1-19.	
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dan	 fungsinya.	 Etika	 profesi	 sendiri	 mempunyai	 tujuan	 agar	 Kepolisian	 sebagai	

aparatur	 negara	 bisa	 menjalankan	 tugasnya	 untuk	 menegakkan	 hukum	 secara	

profesional,	mempunyai	kredibilitas	dan	beretika.4	Dalam	etika	profesi	kepolisian,	

dikatakan	bahwa	setiap	anggota	Kepolisian	harus	menjauhkan	atau	menghindari	

diri	dari	perbuatan	yang	tercela	dan	menjadi	pelopor	untuk	menciptakan	ketertiban	

di	 lingkungan	 masyarakat.5	 Selain	 itu	 setiap	 anggota	 Polisi	 diharapkan	 sanggup	

dalam	upaya	menghindari	perbuatan	penyalagunaan	wewenang.6	

Kode	 etik	 profesi	 merupakan	 pedoman	 dalam	 berperilaku	 agar	 suatu	

organisai	memiliki	etika	yang	baik.7	Kode	etik	profisi	dapat	menjadi	acuan	untuk	

menyiasati	 berbagai	 macam	 pelanggaran	 kode	 etik	 yang	 biasa	 terjadi	 terhadap	

anggota	Polri	ketika	mendapat	pengaduan	dan	laporan	dari	masyarakat.	Kode	etik	

profesi	 dapat	 menjauhkan	 anggota	 Polri	 dari	 penyalahgunaan	 jabatan	 demi	

kepentingan	 pribadi,	 menjaga	 profesionalitas	 dalam	 mengemban	 tugas	 dengan	

tujuan	 membina,	 meningkatkan,	 serta	 mempertahankan	 integritas	 moral	 dalam	

bertugas,	menghindarkan	anggota	Polri	dari	persaingan	tidak	sehat,	saling	menjaga	

solidaritas	antar	anggota	Polri	dan	saling	menghormati	satu	sama	lain.	

Berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Tri	Andita	Ayuni,	

dengan	 judul	“Tinjauan	 Yuridis	 Terhadap	Tindak	 Pidana	 Suap	Oleh	 Pejabat	 Polri	

Dalam	Penerimaan	Bintara	Polri	(Studi	Kasus:	Putusan	No.	36/Pid.Sus-Tpk/2020/	

Pn.Plg)”.8	Hasil	penelitian	 ini	yaitu	 tindak	pidana	suap	oleh	pejabat	POLRI	dalam	

Penerimaan	Bintara	POLRI	dikualifikasikan	sebagai	tindak	pidana	formil	dan	masuk	

kedalam	 Pasal	 12	 huruf	 a	 Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2001	 tentang	

Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 sebagaimana	 Perubahan	 Atas	 Undang-

 

4	Fajlurrahman	Jurdi.	Etika	Profesi	Hukum.	Prenada	Media,	Jakarta,	2022,	hlm.	32.		
5	Christofer	Satria.	Buku	Ajar	Etika	Profesi.	 Sonpedia	Publishing	 Indonesia,	 Jambi,	

2023,	hlm.	10.	
6	Muhammad	Nuh.	Etika	Profesi	Hukum.	Pustaka	Setia,	Bandung,	2011,	hlm.	144.	
7	 Jemmy	Saifandi,	 S.	 Sumiadi,	 dan	Muhammad	Hatta.	 "Tindak	pidana	malpraktek	

profesi	medis."	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	4,	no.	1	
(2021):	1-20.	

8	Tri	Andita	Ayuni.	 "Tinjauan	Yuridis	Terhadap	Tindak	Pidana	Suap	Oleh	Pejabat	
Polri	Dalam	Penerimaan	Bintara	Polri	(Studi	Kasus:	Putusan	No.	36/Pid.	Sus-TPK/2020/PN.	
Plg)."	Skripsi,	Universitas	Hasanuddin,	2023,	hlm.	3.	
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Undang	Nomor	31	Tahun	1999.	Penerapan	hukum	pidana	dalam	tindak	pidana	suap	

oleh	 Pejabat	 POLRI	 dalam	 Penerimaan	 Bintara	 POLRI	 dalam	 Putusan	

No.36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Plg	menurut	penulis	sudah	tepat	namun	diperlukan	

hukuman	pidana	 yang	 lebih	 berat	 lagi	 dan	 perlunya	 diberikan	 hukuman	disiplin	

yang	lebih	berat	guna	memberikan	efek	jera.	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Doly	Afandi	Sadewo,	dengan	judul	“Penerapan	Sanksi	Kode	Etik	Terhadap	Oknum	

Anggota	 Brimob	 Yang	 Melakukan	 Pelanggaran	 Etik	 Kepolisian	 (Studi	 Penelitian	

Bidang	Profesi	dan	Pengamanan	Kepolisian	Daerah	Sumatera	Utara)”.9	Berdasarkan	

hasil	 penelitian	 diketahui	 bahwa	 Hambatan	 di	 dalam	 penerapan	 penindakan	

terhadap	anggota	Polri	yang	dilakukan	oleh	Propam	adalah	 lemahnya	mentalitas	

dan	 tidak	 adanya	 inisiatif	 aparat	 penegak	 hukum	 mengakibatkan	 penegakkan	

hukum	tidak	berjalan	sebagaimana	mestinya.	Upaya	yang	ditempuh	Propam	Polri	

terhadap	anggota	polri	yang	melakukan	penganiayaan	dengan	cara	memaksimalkan	

mentalitas	kinerja	Propam	Polri	dalam	penegakan	hukum	disiplin	anggota	Polri.	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Winne	 Krisissanti,	 dengan	 judul	“Penegakan	 Hukum	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Yang	 Berupa	 Suap	 Dalam	 Penerimaan	 Calon	 Siswa	 Bintara	 Polri’.10	 Hasil	

penelitian	 ini	 bahwa	 penegakan	 hukum	 terhadap	 tindak	 pidana	 suap	 dan	

gratifikasi	di	Indonesia	masih	tergolong	rendah,	meskipun	perangkat	hukum	telah	

tersedia.	Implementasi	ketentuan	tersebut	masih	menghadapi	berbagai	hambatan,	

baik	dari	segi	peraturan	maupun	pelaksanaan	hukumnya,	yang	masih	menyisakan	

celah.	Dalam	upaya	menanggulangi	korupsi,	khususnya	dalam	proses	penerimaan	

calon	 siswa	 Bintara	 Polri,	 Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	 melakukan	

beberapa	langkah,	antara	lain	dengan	merekrut	personel	Polri	yang	kredibel	untuk	

 

9	Doly	Afandi	Sadewo.	"Penerapan	sanksi	kode	etik	terhadap	oknum	anggota	Brimob	
yang	 melakukan	 pelanggaran	 etik	 kepolisian	 (Studi	 Penelitian	 Bidang	 Profesi	 dan	
Pengamanan	 Kepolisian	 Daerah	 Sumatera	 Utara)."	 Skripsi,	 Universitas	 Islam	 Sumatera	
Utara,	2024,	hlm.	3.	

10	Winne	Krisissanti.	"Penegakan	Hukum	Tindak	Pidana	Korupsi	Yang	Berupa	Suap	
Dalam	Penerimaan	Calon	Siswa	Bintara	Polri."	Skripsi,	Universitas	Pembangunan	Nasional	
Veteran	Jakarta,	2023,	hlm.	3.	
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menjadi	panitia	seleksi	di	setiap	polda,	menerapkan	mekanisme	penghukuman	yang	

tegas	melalui	pemberhentian	tidak	dengan	hormat	sesuai	PP	Nomor	1	Tahun	2003,	

serta	 memanfaatkan	 teknologi	 untuk	 meminimalisasi	 subjektivitas	 dalam	

pengambilan	keputusan	dan	melakukan	pencatatan	terhadap	seluruh	proses	serta	

keputusan	yang	diambil.	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

Dwijo	 Apriliyanto,	 dengan	 judul	 “Korupsi	 Di	 Tubuh	 Kepolisian	 (Studi	 tentang	

Pandangan,	 Bentuk,	 dan	 Penyebab	 Terjadinya	 Korupsi	 di	 Wilayah	 Hukum	

Polwiltabes	 Surabaya).11	 Hasil	 penelitian	 ini	 adalah	 korupsi	 yang	 terjadi	 di	 dua	

satuan	yaitu	reskrim	dan	Ialu	lintas.	Bentuk	korupsi	yang	terjadi	diantaranya	adalah	

penangguhan	penahanan	bagi	masyarakat	yang	terkena	tindak	pidana,	membiarkan	

(membekingi)	 praktik	 usaha	 ilegal	 seperti	 perjudian	 dengan	 setoran	 yang	 telah	

disepakati,	 serta	korupsi	 yang	 sudah	 lazim	dilakukan	polisi	 yaitu	 "damai"	 antara	

polisi	 lalu	 lintas	dengan	pelanggar.	Berkaitan	dengan	hasil	korupsi,	penelitian	 ini	

juga	menemukan	 jika	 atasan	 atau	 pimpinan	 dari	 kedua	 satuan	 tersebut	 (satuan	

reskrim	dan	satuan	lalu	lintas)	ternyata	ikut	menikmati	hasil	korupsi.	

Perbedaan	 utama	 antara	 seluruh	 penelitian	 terdahulu	 dengan	 penelitian	

berjudul	 "Analisis	 Pelanggaran	 Kode	 Etik	 Profesi	 Kepolisian	 dalam	 Penerimaan	

Uang	 Suap"	 terletak	 pada	 fokus	 kajiannya;	 penelitian	 terdahulu	 umumnya	

membahas	 tindak	 pidana	 suap	 sebagai	 kejahatan	 korupsi	 berdasarkan	 hukum	

pidana	dan	hambatan	penegakan	hukum	 secara	 umum,	 sedangkan	penelitian	 ini	

lebih	menitikberatkan	pada	analisis	pelanggaran	kode	etik	profesi	kepolisian	secara	

spesifik	 dalam	 konteks	 penerimaan	 uang	 suap,	 dengan	 tujuan	 menggambarkan	

aspek	 etis	 dan	 profesionalitas	 anggota	 Polri	 dalam	 penegakan	 norma	 internal,	

bukan	sekadar	aspek	pidana	

Prilaku	 polisi	 yang	 sering	 mendapatkan	 kritikan	 salah	 satunya	 adalah	

berkaitan	 dengan	 kewenangan	 polisi	 sebagai	 penegak	 hukum.	 Kritikan	 tersebut	

 

11	 Dwijo	 Apriliyanto.	 "Korupsi	 Di	 Tubuh	 Kepolisian	 (Studi	 tentang	 Pandangan,	
Bentuk,	 dan	 Penyebab	 Terjadinya	 Korupsi	 di	 Wilayah	 Hukum	 Polwiltabes	 Surabaya)."	
Skripsi,	Universitas	Airlangga,	2006,	hlm.	4.	
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dikarenakan	 salah	 satunya	 terdapat	 adanya	 tindak	 pidana	 penyuapan	 yang	

dilakukan	oleh	Polri	dalam	menjalankan	 tugasnya.	Tindakan	penyuapan	 tersebut	

merupakan	 prilaku	 yang	 membudaya	 dan	 dilakukan	 oleh	 anggota	 Polri	 untuk	

kepentingan	pribadi.12	

Pada	dasarnya	suap	adalah	bagian	dari	jenis	tindak	pidana	korupsi,	sehingga	

bilamana	seseorang	telah	melakukan	penyuapan	maka	dianggap	telah	melakukan	

tindak	pidana	korupsi.	Suap	atau	korupsi	diatur	dalam	UU	Nomor	31	Tahun	1999	

sebagaimana	 telah	diubah	dengan	UU	Nomor	20	Tahun	2001	 tentang	perubahan	

atas	 UU	 Pemberantas	 Tindak	 Pidana	 Korupsi.	 Menurut	 Poerwadminta,	 korupsi	

adalah	perbuatan	buruk	yang	dapat	disuap.	 Jika	dipertajam	definisi	suap	sekedar	

untuk	 membedakan	 dengan	 korupsi	 adalah	 pemberian	 seseorang	 yang	 disertai	

dengan	ajakan	untuk	melakukan	atau	tidak	melakukan	perbuatan	yang	melanggar	

hukum.	 Sedangkan	 pengertian	 korupsi	 dalam	 bahasa	 yang	 sederhana	 adalah	

menyalahgunankan	jabatan	untuk	keuntungan	pribadi	maupun	golongan.13	

Di	dalam	Peraturan	Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia	Nomor	7	Tahun	

2022,	tentang	Kode	Etika	Profesi	Dan	Komisi	Kode	Etik	Kepolisian	Negara	Republik	

Indonesia,	Pasal	10	ayat	(1)	huruf	d	dikatakan	bahwa	“Setiap	Pejabat	Polri	dalam	

Etika	Kelembagaan,	dilarang	menyalahgunakan	kewenangan	dalam	melaksanakan	

tugas	kedinasan.”14	Dari	penjelasan	tersebut	dapat	diketahui	bahwa	pejabat	polisi	

dilarang	 menyalahgunakan	 jabatan	 dan	 wewenang	 untuk	 	 meraup	 keuntungan	

secara	 melawan	 hukum,	 tentunya	 termasuk	 bagi	 oknum	 pejabat	 polisi	 yang	

menerima	uang	suap	dalam	suatu	perkara	yang	sedang	berjalan.	

Menurut	Peraturan	Pemerintah	Nomor	1	Tahun	2003	pada	BAB	III	tentang	

Pemberhentian	Tidak	Hormat	Anggota	Kepolisian	Pasal	11	menyatakan	“Anggota	

Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	 yang	 diberhentikan	 tidak	 dengan	 hormat	

 

12	Acmet	Didin	Dwi	Nuryanto,	“Penegakan	Pasal	34	Undang-Undang	Nomor	2	Tahun	
2002	 Tentang	 Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Dikaitkan	 Dengan	 Kode	 Etik	
Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia	di	Pelres	Tabes	Surabaya”,	Header	Halaman	Genap,	
Vol.	1,	No.	01,	2012,	hlm.	2.	

13	 Dirjo	 Sisworo,	 Korupsi	 Dalam	 Pengelolaan	 Proyek	 Pembangunan,	 Akademia	
Persindo,	Jakarta,	2003,	hlm.	3.	

14	Pasal	10,	Peraturan	Kepolisian,	Nomor	7	Tahun	2022	Tentang	Kode	Etika	Profesi	
Dan	Komisi	Kode	Etik	Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia.	
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apabila:	a.	Melakukan	 tindak	pidana;	b.	Melakukan	pelanggaran;	 c.	Meninggalkan	

tugas	atau	hal	lain.”	

Selanjutnya	dalam	Pasal	13	ayat	(1)	menyatakan	“Anggota	Kepolisian	Negara	

Republik	Indonesia	dapat	diberhentikan	tidak	dengan	hormat	dari	dinas	Kepolisian	

Negara	 Republik	 Indonesia	 karena	 melanggar	 sumpah/janji	 anggota	 Kepolisian	

Negara	 Republik	 Indonesia,	 sumpah/janji	 jabatan,	 dan/atau	 Kode	 Etik	 Profesi	

Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia.”15	Adapun	jenis	pelanggaran	tindak	pidana	

yang	dimaksud	dalam	Pasal	11	tersebut	bisa	berupa:	pembunuhan,	pemukulan,	atau	

tindak	 kekerasan,	 penganiayaan,	 pencurian,	 penipuan,	 pemerasan,	 terorisme,	

pencucian	uang,	korupsi,	pencemaran	nama	baik.16	

Walaupun	 sudah	 ada	 peraturan	 perundang-undangan	 seperti	 diatas	 yang	

memiliki	keterkaitan	dengan	larangan	bagi	polisi	melakukan	tindak	pidana	dengan	

cara	penyalahgunaan	jabatan	dan	wewenang,	tetapi	sampai	saat	ini	masih	ada	kasus	

polisi	 yang	 melakukan	 tindak	 pidana	 suap	 atau	 korupsi	 dengan	 cara	

penyalahgunaan	 jabatan	 dan	 wewenang.	 Contohnya	 saja	 pada	 kasus	 Napoleon	

Bonaparte	yang	menerima	uang	suap	dalam	kasus	korupsi	Bank	Bali,	sebanyak	USD	

370	ribu	dollar	(sekitar	Rp5,	137	miliar)	dan	200	ribu	dollar	Singapura	(sekitar	Rp2,	

1	miliar)	dari	Djoko	Tjandra.	

Nama	Irjen	Napoleon	Bonaparte	sempat	mencuat	saat	tersandung	kasus	hak	

tagih	(cessie)	Bank	Bali	yang	kala	itu	menjadi	buronan,	kasus	ini	membuat	Napoleon	

Bonaparte	 dicopot	 dari	 jabatan	 kepala	 Divisi	 Hubungan	 Internasional	 Polri	 dan	

dimutasi	 sebagai	 Analis	 Kebijakan	 Utama	 Insperktorat	 Pengawasan	 Umum	

(Itwasum)	Polri.	Dalam	kasus	suap	itu,	Putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	No.	

46/Pid.Sus-TPK/2020/PN	 Jkt.Pst,	menjatuhkan	vonis	hukuman	penjara	 selama	4	

tahun	Rp	100	juta,	dengan	kemungkinan	substitusi	kurungan	selama	6	bulan	jika	

 

15	 Pasal	 11	 s/d	 13.	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 1	 Tahun	 2003	 Tentang	
Pemberhentian	Anggota	Kepolisian	Republik	Indonesia.	

16	 Dwi	 Oknerison,	 “Penegakan	 Kode	 Etik	 Profesi	 Terhadap	 Perilaku	 Anggota	
Kepolisian	Dalam	Menangani	Perkara	Pidana”,	Lex	et	Societatis,	Vol.	2,	No.	6,	2014.	hlm.	43.	
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denda	 tidak	 dibayarkan.17	 Sedangkan	 keputusan	 dalam	 sidang	 Komisi	 Kode	 Etik	

Polri	 (selanjutnya	 disebut	 KKEP)	 pada	 senin	 (28/8/2023)	 diumumkan	 “	 Sanksi	

administratif	 berupa	 mutasi	 bersifat	 demosi	 selama	 tiga	 tahun	 empat	 bulan	

terhitung	 semenjak	 dimutasikan	 ke	 Itwasum	 Polri.18	 Napoleon	 Bonaparte	 juga	

diwajibkan	meminta	maaf	secara	lisan	di	hadapan	sidang	KKEP	serta	maaf	secara	

tertulis	kepada	pemimpin	Polri	dan	pihak	yang	dirugikan.	

Peraturan	 Perpol	 Nomor	 7	 tahun	 2022	 pada	 BAB	 XI	 tentang	 Pengenaan	

Sanksi	 Etika	 Dan	 Administratif	 Pasal	 107	 menyebutkan	 “Pejabat	 Polri	 yang	

melakukan	Pelanggaran	KEPP	dikenakan	sanksi	berupa:19		

a. Sanksi	etika;	dan/atau,		

b. Sanksi	administratif.	

Selanjutnya	 Pasal	 109	 ayat	 (1)	 menyebutkan	 “Sanksi	 administratif	

sebagaimana	 dimaksudkan	 dalam	 Pasal	 107	 huruf	 b,	 meliput	 Mutasi	 Bersifat	

Demosi	paling	singkat	1	(satu)	tahun	:	

a. Penundaan	kenaikan	pangkat	paling	 singkat	1	 (satu)	 tahun	dan	paling	
lama	3	(tiga	tahun),		

b. Penundaan	pendidikan	paling	 sigkat	 1	 (satu)	 tahun	dan	paling	 lama	3	
(tiga	tahun);		

c. Penempatan	pada	Tempat	Khusus	paling	lama	30	(tiga	puluh)	hari	kerja;	
dan		

d. PTDH.	
	

Ayat	 (2)	menyebutkan	 “Sanksi	 administratif	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	

ayat	(1),	dapat	dikenakan	terhadap	terduga	pelanggar	yang	melakukan	pelanggaran	

dengan	kategori	sedang	dan	kategori	berat.”	

Penjelasan	mengenai	sanksi	pelanggaran	kode	etik	profesi	kepolisian	diatas,	

seharusnya	Napoleon	Bonaparte	mendapatkan	sanksi	administrtif	dengan	kategori	

 

17	 Kompolnas,”Sidang	 KKEP	 Napoleon	 Bonaparte	 Putuskan	 3	 Tahun	 Demosi”,	
https;//kompolnas.go.id/2023/08/29/siding-kkep-napoleon-bonaparte-putuskan-3-
tahun-demosi-kompolnas-win-win-solution/	Diakses	pada	tanggal	28	Agustus	2024.	

18	 Kompas.com,	 “Profil	 Irjen	 Napoleon	 Bonaparte,	 Mantan	 Napi	 Kasus	 Suap	 yang	
hanya	 Disanksi	 Demosi”	 https;//www.kompas.com/tren/read/2023/08/30/103000065/	
profil-irjen-napo	 leon-bonaparte-mantan-napi-kasus-suap-yang-hanya-disanksi,	 Diakses	
pada	tanggal	29	Agustus	2024.	

19	Pasal	107.	Peraturan	Pemerintah	Nomor	7	Tahun	2022,	Tentang	Kode	Etik	Profesi	
Dan	Komisi	Kode	Etik	Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia.	
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berat,	yaitu	PTDH	(Pemberhentian	Tidak	Dengan	Hormat)	karena	ditujukan	untuk	

Polri	yang	melakukan	tindak	pidana,	dasar	hukumnya	bisa	dilihat	dalam	PP	No.	1	

tahun	2003	Tentang	Pemberhentian	Anggota	Kepolisian	Negara.	

Dapat	 disimpulkan	 bahwa	 kasus	 penyalahgunaan	 jabatan	 masih	 banyak	

terjadi,	terkhususnya	pada	kasus	Irjen	Napoleon	Bonaparte	yang	hasil	sidang	KKEP-

nya	masih	sangat	janggal,	padahal	jelas	diatur	dalam	Peraturan	Polri	Nomor	7	tahun	

2022	 dan	 Peraturan	 Pemerintah	Nomor	 1	 Tahun	 2003	 bahwa	 sanksinya	 berupa	

pemberhentian	 secara	 tidak	 hormat,	 akan	 tetapi	 dalam	 kasus	 ini	 Napoleon	

Bonaparte	hanya	di	mutasi	bersifat	demosi	selama	tiga	tahun	empat	bulan.		

	
2. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 yuridis	 normatif	 dengan	 pendekatan	

perundang-undangan	 (statute	 approach).	 Penelitian	 bersifat	 deskriptif,	 yaitu	

menggambarkan	 secara	 rinci	 subjek	dan	objek	penelitian	berdasarkan	data	yang	

dikumpulkan	dan	dianalisis	secara	kualitatif.	Sumber	data	yang	digunakan	adalah	

data	 sekunder,	 meliputi	 bahan	 hukum	 primer	 seperti	 Undang-Undang	 Nomor	 2	

Tahun	2002	tentang	Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia,	Peraturan	Pemerintah	

Nomor	1	Tahun	2003	tentang	Pemberhentian	Anggota	Polri.	Teknik	pengumpulan	

data	dilakukan	melalui	 studi	dokumen	 (studi	pustaka),	 sementara	analisis	bahan	

hukum	dilakukan	secara	kualitatif	dengan	penyajian	deskriptif.	

	

3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
3.1. Ketentuan	 Pemberian	 Sanksi	 Kode	 Etik	 Profesi	 Bagi	 Polisi	 Yang	

Menerima	Uang	Suap	
	
Ketentuan	 pemberian	 sanksi	 kode	 etik	 profesi	 bagi	 polisi	 yang	menerima	

uang	suap	diatur	secara	jelas	dalam	berbagai	ketentuan	yang	berlaku	di	lingkungan	

Kepolisian	Negara	 Republik	 Indonesia	 (Polri).	 Pada	 dasarnya,	 sanksi	merupakan	

konsekuensi	 yang	 timbul	 akibat	pelanggaran	 terhadap	norma	atau	kaidah	 sosial,	

dalam	hal	ini	norma	etika	profesi.20	Kode	Etik	Profesi	Polri	(KEPP)	berfungsi	sebagai	

 

20	Paisol	Burlian.	Patologi	sosial.	Bumi	Aksara,	Jakarta,	2022,	hlm.	11.	
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pedoman	perilaku	bagi	setiap	anggota	Polri	dalam	melaksanakan	tugasnya	dengan	

profesionalisme,	 keterampilan,	 serta	 moralitas	 yang	 tinggi.21	 Ketika	 seorang	

anggota	Polri	melanggar	kode	etik,	khususnya	dengan	menerima	uang	suap,	maka	

ia	 harus	 mempertanggungjawabkan	 perbuatannya	 melalui	 mekanisme	 sidang	

Komisi	Kode	Etik	Polri.	Pelanggaran	seperti	ini	mencoreng	integritas	kepolisian	dan	

mengurangi	kepercayaan	masyarakat	terhadap	institusi	hukum.	

Dalam	 penilaian	 jenis	 pelanggaran,	 perbuatan	 menerima	 uang	 suap	

dikategorikan	 sebagai	 pelanggaran	berat.	Hal	 ini	merujuk	pada	 ketentuan	dalam	

Pasal	17	Perpol	Nomor	7	Tahun	2022,	yang	menjelaskan	bahwa	pelanggaran	berat	

adalah	pelanggaran	yang	dilakukan	dengan	sengaja,	terdapat	kepentingan	pribadi	

atau	 pihak	 lain,	 melibatkan	 pemufakatan	 jahat,	 berdampak	 luas	 terhadap	

masyarakat,	 institusi,	 negara,	 serta	menjadi	 perhatian	 publik.	 Bahkan	 lebih	 jauh,	

perbuatan	 ini	menimbulkan	akibat	hukum	berupa	 tindak	pidana,	 sehingga	 selain	

dikenakan	sanksi	kode	etik	profesi,	pelanggar	juga	diproses	melalui	hukum	pidana	

umum.22	 Oleh	 karena	 itu,	 dalam	 proses	 penyidikan,	 dibuat	 dua	 berkas	 acara	

pemeriksaan	(BAP),	masing-masing	oleh	Reserse	Kriminal	untuk	pidana	umum	dan	

oleh	 Penyidik	 Pelayanan	 Pengaduan	 dan	 Penegakan	 Disiplin	 (P3D)	 untuk	

pemeriksaan	pelanggaran	kode	etik.	

Jenis	 sanksi	yang	dapat	dikenakan	 terhadap	anggota	Polri	yang	menerima	

suap	berdasarkan	Pasal	107	Perpol	Nomor	7	Tahun	2022	terdiri	atas	sanksi	etika	

dan	 sanksi	 administratif.	 Sanksi	 etika	 diberikan	 atas	 perbuatan	 tercela	 yang	

bertentangan	dengan	nilai-nilai	moral	profesi,	baik	terkait	tugas	maupun	perilaku	

pribadi.	Sanksi	ini	bertujuan	untuk	mengingatkan,	memperbaiki,	dan	menegakkan	

standar	moral	profesi.	Sementara	itu,	sanksi	administratif	diberikan	sebagai	bentuk	

pembinaan	 yang	 lebih	 tegas,	 mencakup	 tindakan	 seperti	 penundaan	 kenaikan	

pangkat,	mutasi	ke	jabatan	yang	lebih	rendah,	hingga	pemberhentian	tidak	dengan	

hormat	(PTDH)	dari	dinas	kepolisian.	Dalam	menerima	suap,	sanksi	administratif	

 

21	Niru	Anita	Sinaga.	"Kode	etik	sebagai	pedoman	pelaksanaan	profesi	hukum	yang	
baik."	Jurnal	Ilmiah	Hukum	Dirgantara	10,	no.	2	(2020):	43.	

22	 Dwi	 Indah	 Widodo.	 "Penegakan	 Hukum	 Terhadap	 Anggota	 Kepolisian	 Yang	
Menyalahgunakan	 Narkotika	 Dan	 Psikotropika."	Jurnal	 Hukum	 Magnum	 Opus	1,	 no.	 1	
(2018):	12.	
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berat	seperti	PTDH	sangat	mungkin	dijatuhkan,	mengingat	perbuatan	tersebut	tidak	

hanya	melanggar	etika	kelembagaan,	tetapi	juga	mengandung	unsur	tindak	pidana	

korupsi.	

Mekanisme	 penjatuhan	 sanksi	 diawali	 dengan	 adanya	 pemeriksaan	 oleh	

Komisi	 Kode	 Etik,	 yang	 kemudian	melakukan	 sidang	 untuk	menentukan	 apakah	

pelanggaran	 terbukti	 dan	 sanksi	 apa	 yang	 layak	 dijatuhkan.23	 Dalam	 sidang	 ini,	

aspek-aspek	seperti	beratnya	dampak	perbuatan,	motif	pelanggar,	dan	akibat	yang	

ditimbulkan	 terhadap	 institusi	 Polri	menjadi	 pertimbangan	 penting.	 Penerimaan	

suap,	 yang	merupakan	 bentuk	 gratifikasi	 ilegal,	 tidak	 hanya	merusak	 citra	 Polri,	

tetapi	 juga	 mengganggu	 upaya	 penegakan	 hukum	 yang	 adil.	 Oleh	 karena	 itu,	

pemberian	 sanksi	 tidak	 hanya	 bersifat	 hukuman	 bagi	 pelanggar,	 tetapi	 juga	

merupakan	 upaya	 untuk	 menjaga	 marwah	 dan	 kepercayaan	 publik	 terhadap	

lembaga	kepolisian.	

Selain	 itu,	 dalam	 proses	 penegakan	 kode	 etik,	 asas	 transparansi,	

akuntabilitas,	 dan	 keadilan	 menjadi	 prinsip	 penting	 yang	 harus	 dijalankan	 oleh	

aparat	 penegak	hukum	di	 internal	 Polri.	 Setiap	 tahapan	pemeriksaan,	mulai	 dari	

laporan,	 penyelidikan,	 hingga	 persidangan	 di	 Komisi	 Kode	 Etik	 Polri,	 harus	

dilakukan	 secara	 terbuka	 dan	 profesional,	 guna	 menghindari	 adanya	 persepsi	

negatif	 dari	masyarakat.	 Penyelesaian	 kasus	 suap	 di	 lingkungan	 kepolisian	 yang	

dilakukan	 dengan	 transparan	 mampu	 meningkatkan	 kepercayaan	 masyarakat	

terhadap	 komitmen	 Polri	 dalam	 mereformasi	 diri	 serta	 menjaga	 wibawa	

kelembagaan.	

Dalam	penegakan	sanksi,	terdapat	pula	prinsip	proporsionalitas	yang	harus	

diperhatikan.	 Artinya,	 hukuman	 yang	 dijatuhkan	 harus	 sesuai	 dengan	 tingkat	

kesalahan	 dan	 dampak	 yang	 ditimbulkan.	 Untuk	 kasus	 penerimaan	 suap,	

proporsionalitas	 ini	 diterjemahkan	 dengan	menjatuhkan	 sanksi	 terberat,	 seperti	

PTDH,	jika	terbukti	bahwa	tindakan	tersebut	dilakukan	dengan	kesadaran	penuh,	

berulang,	 atau	melibatkan	 skandal	 besar	 yang	merusak	 nama	 baik	 kepolisian	 di	

 

23	 Nur	 Hidayat	 Sardini.	Mekanisme	 Penyelesaian	 Pelanggaran	 Kode	 Etik	
Penyelenggara	Pemilu.	LP2AB,	Jakarta,	2015,	hlm.	42.	
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mata	 publik.24	 Sebaliknya,	 dalam	 kondisi	 tertentu	 di	 mana	 ada	 faktor-faktor	

meringankan	seperti	adanya	tekanan	atau	ancaman	dalam	menerima	suap,	Komisi	

Kode	 Etik	masih	 dapat	mempertimbangkan	 bentuk	 sanksi	 yang	 berbeda,	 namun	

tetap	dalam	kerangka	menjaga	standar	etika	tinggi	Polri.	

Perbuatan	menerima	suap	juga	diatur	dalam	Pasal	5	ayat	(2)	dan	Pasal	11	

Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	 tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	

Korupsi	sebagaimana	telah	diubah	dengan	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2001.	

Pasal	tersebut	mengancam	setiap	pegawai	negeri	atau	penyelenggara	negara	yang	

menerima	hadiah	atau	janji	karena	kekuasaan	atau	kewenangannya	dengan	pidana	

penjara	minimal	 1	 tahun	 dan	maksimal	 5	 tahun	 serta	 denda.	 Dengan	 demikian,	

selain	menghadapi	 sidang	 kode	 etik,	 anggota	 Polri	 yang	 terlibat	 suap	 juga	 dapat	

dipidana	secara	pidana	umum	oleh	Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi	(Tipikor).	

Proses	 pemeriksaan	 terhadap	 anggota	 Polri	 yang	 terlibat	 suap	 juga	

melibatkan	berbagai	 pihak,	 antara	 lain	Divisi	 Propam	 (Profesi	 dan	Pengamanan)	

Polri	 yang	 bertugas	 melakukan	 penyelidikan	 internal.25	 Propam	 memiliki	

kewenangan	 strategis	 untuk	 melakukan	 operasi	 tangkap	 tangan	 (OTT),	

pemeriksaan	terhadap	aset-aset	anggota,	serta	rekomendasi	untuk	proses	lanjut	ke	

sidang	etik	maupun	pidana.	Hal	ini	menjadi	bentuk	nyata	pengawasan	internal	di	

tubuh	 Polri	 dalam	 upaya	 menekan	 angka	 pelanggaran	 etika	 dan	 tindak	 pidana	

korupsi	di	kalangan	anggotanya.	

Tidak	 hanya	 itu,	 untuk	 memperkuat	 integritas	 internal,	 Polri	 juga	

mengembangkan	budaya	kerja	berbasis	nilai-nilai	Tri	Brata	dan	Catur	Prasetya	yang	

menjadi	 landasan	 moral	 setiap	 anggota.26	 Penanaman	 nilai	 kejujuran,	 tanggung	

jawab,	 dan	 loyalitas	 kepada	 negara	 diharapkan	 mampu	 menginternalisasi	

kesadaran	etika	dalam	diri	anggota	Polri.	Pendidikan	dan	pelatihan	tentang	kode	

 

24	 Notosaputro,	 Budi	 Sutrisno.	 "Rekonstruksi	 Regulasi	 Sanksi	 Pidana	 Terhadap	
Pembantuan	 Suap	 Pada	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Yang	 Berbasis	 Nilai	 Keadilan."	 Skripsi,	
Universitas	Islam	Sultan	Agung	(Indonesia),	2023.	

25	Naufalina	Rabbani.	 "Penegakan	Hukum	Peraturan	Kedinasan	Kepolisian	Dalam	
Menangani	Pelanggaran	Etika	Kepolisian."	Widya	Yuridika	4,	no.	1	(2021):	65-80.	

26	 Ahmad	 Fityan	 Abdussalam.	Reformasi	 Kultural	 Polri	 Pasca	 Proses	 Hukum	
Terhadap	Irjen	FS.	Penerbit	NEM,	Medan,	2023,	hlm.	31.	
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etik,	 integritas,	 dan	 pencegahan	 korupsi	 juga	 rutin	 dilaksanakan	 dalam	 program	

pembinaan	sumber	daya	manusia	di	Polri.	

Di	 sisi	 lain,	 untuk	 menumbuhkan	 efek	 jera	 dan	 memberikan	 contoh	 bagi	

anggota	 lain,	Polri	 juga	kerap	mengumumkan	secara	 terbuka	hasil	 sidang	Komisi	

Kode	Etik	terhadap	anggota	yang	melanggar.27	Tindakan	ini	merupakan	bagian	dari	

prinsip	 zero	 tolerance	 terhadap	 praktik-praktik	 korupsi,	 sekaligus	membuktikan	

kepada	 publik	 bahwa	 Polri	 serius	 dalam	 melakukan	 pembenahan	 di	 internal	

institusi.	

3.2. Penerapan	Sanksi	Kode	Etik	Bagi	Anggota	Polri	Yang	Melakukan	Tindak	
Pidana	Suap		
Penerapan	sanksi	kode	etik	bagi	anggota	Polri	yang	melakukan	tindak	pidana	

suap	 dilaksanakan	melalui	mekanisme	 yang	 ketat	 dan	 berjenjang	 sesuai	 dengan	

ketentuan	 yang	 diatur	 dalam	 Kode	 Etik	 Profesi	 Polri	 (KEPP)	 dan	 Peraturan	

Kepolisian	Nomor	7	Tahun	2022	tentang	Kode	Etik	Profesi	dan	Komisi	Kode	Etik	

Polri.	 Sanksi	 merupakan	 konsekuensi	 atas	 pelanggaran	 terhadap	 norma	 yang	

berlaku	 dalam	 kehidupan	 bermasyarakat,	 termasuk	 dalam	 profesi	 kepolisian.	

Dalam	hal	ini,	sanksi	berfungsi	sebagai	alat	untuk	memaksa	anggota	Polri	menaati	

norma	profesi,	serta	menjaga	moralitas,	kepercayaan	publik,	dan	integritas	institusi	

kepolisian.	

Kode	 etik	 profesi	 sendiri	 merupakan	 pedoman	 yang	 mengikat	 seluruh	

anggota	 Polri	 untuk	 bertindak	 profesional,	 proporsional,	 dan	 berlandaskan	 nilai	

moral	 yang	 tinggi	 dalam	 menjalankan	 tugasnya.28	 Jika	 terjadi	 pelanggaran,	

termasuk	 tindak	 pidana	 suap,	 anggota	 tersebut	 tidak	 hanya	 dikenai	

pertanggungjawaban	 pidana	 umum	 melalui	 mekanisme	 peradilan	 umum,	 tetapi	

juga	 harus	menjalani	 proses	 pertanggungjawaban	 secara	 etik	 di	 hadapan	 Sidang	

Komisi	Kode	Etik	Polri.	Oleh	karena	itu,	dalam	pemeriksaan	terhadap	pelanggaran	

 

27	Muhammad	Haikal.	 "Penyelesaian	Pelanggaran	Kode	Etik	Yang	Dilakukan	Oleh	
Anggota	Kepolisian	Republik	Indonesia."	Skripsi,	Universitas	Islam	Negeri	Ar-raniry,	2024,	
hlm.	2.	

28	 Septi	 Hasniawati.	 "Analisis	 Peraturan	 Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	
Nomor	07	Tahun	2022	Tentang	Kode	Etik	Profesi	Dan	Komisi	Kode	Etik	Kepolisian	Negara	
Republik	 Indonesia	 Perspektif	 Siyasah	 Dusturiyah."	 Skripsi,	 UIN	 Fatmawati	 Sukarno	
Bengkulu,	2024,	hlm.	27.	
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seperti	suap,	dilakukan	dua	jalur	pemeriksaan,	yaitu	oleh	penyidik	Reskrim	untuk	

kasus	pidana	umum,	dan	oleh	penyidik	dari	Pelayanan	Pengaduan	dan	Penegakan	

Disiplin	(P3D)	untuk	perkara	pelanggaran	etik.29	

Pelanggaran	 berupa	 tindak	 pidana	 suap	 oleh	 anggota	 Polri	 dikategorikan	

sebagai	pelanggaran	berat	berdasarkan	ketentuan	Pasal	17	Perpol	Nomor	7	Tahun	

2022.	 Hal	 ini	 karena	 perbuatan	 suap	 dilakukan	 dengan	 sengaja,	 mengandung	

kepentingan	 pribadi	 atau	 pihak	 lain,	 berpotensi	merusak	 institusi,	menimbulkan	

akibat	 hukum,	 dan	menarik	 perhatian	 publik.	 Akibat	 dari	 pelanggaran	 berat	 ini,	

pelanggar	 dapat	 dikenakan	 berbagai	 jenis	 sanksi,	mulai	 dari	 sanksi	 etika,	 sanksi	

administratif,	 hingga	 rekomendasi	 untuk	 diberhentikan	 tidak	 dengan	 hormat	

(PTDH)	dari	dinas	kepolisian.	

Sanksi	 etika	 yang	 dapat	 dikenakan	 antara	 lain	 berupa	 pernyataan	 secara	

tertutup	atau	terbuka	yang	menyatakan	bahwa	pelaku	telah	melakukan	perbuatan	

tercela,	 atau	 permintaan	 maaf	 secara	 terbuka.	 Sedangkan	 sanksi	 administratif	

meliputi	 mutasi	 bersifat	 demosi,	 pembatalan	 penghargaan,	 pembebasan	 dari	

jabatan,	 hingga	 pemberhentian	 tidak	 dengan	 hormat	 dari	 dinas	 kepolisian.	

Pemberian	 sanksi	 ini	 mempertimbangkan	 tingkat	 kesalahan,	 dampak	 yang	

ditimbulkan,	serta	adanya	putusan	pengadilan	yang	berkekuatan	hukum	tetap	atas	

tindak	pidana	suap	tersebut.	

Penerapan	 sanksi	 terhadap	 anggota	 Polri	 yang	 terbukti	 menerima	 suap	

bertujuan	untuk	menegakkan	prinsip-prinsip	dasar	kepolisian	yang	meliputi	asas	

legalitas,	 asas	kewajiban,	 asas	partisipasi,	 asas	preventif,	 dan	asas	 subsidaritas.30	

Dengan	 demikian,	 penerapan	 sanksi	 ini	 tidak	 hanya	 untuk	 menghukum	 pelaku,	

tetapi	 juga	 untuk	memulihkan	 kepercayaan	masyarakat	 terhadap	 institusi	 Polri,	

menjaga	 marwah	 profesi,	 dan	 memastikan	 bahwa	 seluruh	 anggota	 Polri	 tetap	

berada	pada	jalur	pengabdian	yang	bersih,	berwibawa,	dan	bermartabat.	

 

29	Anri	Manullang,	Gomgom	TP	Siregar,	and	Syawal	Amry	Siregar.	"Analisis	yuridis	
tentang	 penegakan	 hukum	 terhadap	 tindak	 pidana	 suap	 di	 wilayah	 hukum	 kepolisian	
daerah	sumatera	utara."	Jurnal	retentum	4,	no.	1	(2022):	73-89.	

30	Ahmad	Ziruddin.	Merawat	Negara	Hukum.	Guepedia,	Bogor,	2023,	hlm.	56.	
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Secara	 keseluruhan,	 penerapan	 sanksi	 kode	 etik	 bagi	 anggota	 Polri	 yang	

melakukan	 tindak	pidana	 suap	merupakan	proses	 integral	 yang	menggabungkan	

aspek	hukum	pidana	dan	hukum	etik	profesi.	Proses	 ini	menunjukkan	komitmen	

Polri	 untuk	 memperbaiki	 internal	 organisasinya	 dan	 untuk	 menjadikan	 aparat	

penegak	 hukum	 benar-benar	 sebagai	 pengayom,	 pelindung,	 dan	 pelayan	

masyarakat	 sesuai	 dengan	 nilai-nilai	 luhur	 Pancasila	 dan	 Undang-Undang	 Dasar	

Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945.	 Upaya	 ini	 menjadi	 cermin	 bahwa	 Polri	

tidak	 akan	mentolerir	 setiap	 bentuk	 penyimpangan	 yang	merusak	 keadilan	 dan	

meruntuhkan	kehormatan	profesi.	

Sanksi	 etika	 diterapkan	 ketika	 seorang	 anggota	 Polri	 terbukti	 melakukan	

perbuatan	 tercela	 yang	 bertentangan	 dengan	 kode	 etik	 profesi	 kepolisian,	 baik	

dalam	 pelaksanaan	 tugas	 maupun	 perilaku	 pribadi	 yang	 dapat	 merusak	 citra	

institusi.	 Bentuk	 sanksi	 etika	 ini	 meliputi	 kewajiban	 untuk	 menyampaikan	

permohonan	maaf	 secara	 lisan	di	 hadapan	 Sidang	Komisi	Kode	Etik,	 permintaan	

maaf	 secara	 tertulis	 kepada	 institusi	 Polri,	 serta	 pernyataan	 penyesalan	 yang	

dibacakan	secara	terbuka	kepada	publik.31	Penerapan	sanksi	etika	ini	dimaksudkan	

untuk	 memulihkan	 citra	 Polri	 di	 mata	 masyarakat	 serta	 membangun	 kembali	

integritas	pribadi	anggota	yang	bersangkutan.	

Selain	sanksi	etika,	pelanggar	kode	etik	yang	melakukan	tindak	pidana	suap	

juga	dapat	dijatuhi	sanksi	administratif.	Sanksi	administratif	ini	mencakup	berbagai	

bentuk	 hukuman	 administratif	 seperti	 penundaan	 kenaikan	 pangkat	 selama	

periode	tertentu,	mutasi	bersifat	demosi	(penurunan	jabatan),	penempatan	khusus	

di	 tempat	 tertentu	 dalam	 jangka	 waktu	 tertentu,	 hingga	 pemberhentian	 tidak	

dengan	hormat	(PTDH)	dari	dinas	kepolisian.32	Penerapan	sanksi	administratif	ini	

tidak	 hanya	 mempertimbangkan	 berat	 ringannya	 pelanggaran,	 tetapi	 juga	

mempertimbangkan	 dampak	 pelanggaran	 tersebut	 terhadap	 institusi	 Polri,	

 

31	 Ni	 Komang	 Ayu	 Sri	 Agustini.	 "Sanksi	 hukum	 terhadap	 anggota	 polisi	 yang	
melakukan	tindak	pidana	pembunuhan."	Jurnal	Preferensi	Hukum	2,	no.	3	(2021):	633-638.	

32	 Darmansyah,	 dan	 M.	 Iqbal.	 "Implementasi	 Kode	 Etik	 Profesi	 Polri	 Terhadap	
Anggota	Polri	Yang	Melakukan	Tindak	Pidana	Pencurian."	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Bidang	
Hukum	Pidana	3,	no.	2	(2019):	286-301.	
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masyarakat,	serta	kepercayaan	publik	terhadap	fungsi	kepolisian	sebagai	pelayan	

dan	pelindung	masyarakat.	

Penerapan	sanksi	kode	etik	terhadap	anggota	Polri	yang	melakukan	tindak	

pidana	suap	dilakukan	melalui	proses	pemeriksaan	oleh	Komisi	Kode	Etik	Profesi	

(KKEP).	 Proses	 ini	 diawali	 dengan	 adanya	 laporan	pengaduan	 atau	hasil	 temuan	

internal	yang	kemudian	ditindaklanjuti	dengan	penyelidikan	dan	penyidikan	secara	

internal.	 Berkas	 Acara	 Pemeriksaan	 (BAP)	 untuk	 tindak	 pidana	 umum	 yang	

dilakukan,	termasuk	tindak	pidana	suap,	akan	diproses	secara	paralel	oleh	dua	unit,	

yakni	 oleh	penyidik	Reserse	Kriminal	 (Reskrim)	untuk	perkara	 pidana,	 dan	 oleh	

Penyidik	 Pelayanan	 Pengaduan	 dan	 Penegakan	 Disiplin	 (P3D)	 untuk	 perkara	

pelanggaran	kode	etik.33	

Dalam	 penegakan	 sanksi,	 asas-asas	 hukum	 seperti	 asas	 legalitas,	 asas	

keadilan,	 asas	 proporsionalitas,	 serta	 asas	 akuntabilitas	 harus	 ditegakkan.	

Penegakan	sanksi	kode	etik	terhadap	anggota	Polri	yang	terlibat	suap	bukan	hanya	

semata-mata	 bentuk	 hukuman,	 tetapi	 juga	 sebagai	 wujud	 pertanggungjawaban	

moral,	profesional,	dan	institusional.	Penegakan	ini	berfungsi	untuk	mengingatkan	

seluruh	anggota	Polri	akan	pentingnya	integritas	dan	profesionalitas	dalam	setiap	

tindakan	dan	keputusan	yang	diambil	dalam	menjalankan	tugas	negara.34	

Ketentuan	lebih	lanjut	mengenai	mekanisme	dan	bentuk	sanksi	diatur	dalam	

Peraturan	 Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 7	 Tahun	 2022	 tentang	

Kode	 Etik	 Profesi	 dan	 Komisi	 Kode	 Etik	 Kepolisian	 Negara	 Republik	 Indonesia.	

Peraturan	 ini	 menegaskan	 bahwa	 sanksi	 yang	 dijatuhkan	 harus	

mempertimbangkan	 prinsip	 keadilan,	 transparansi,	 dan	 akuntabilitas	 agar	 tidak	

terjadi	 penyalahgunaan	 wewenang	 dalam	 proses	 pemeriksaan	 maupun	 dalam	

penerapan	 sanksi.	 Sanksi	 yang	 dijatuhkan	 tidak	 boleh	 hanya	 bersifat	 simbolik,	

 

33	Dendi	Setyadi.	"Pengembalian	berkas	perkara	pidana	dari	jaksa	penuntut	umum	
ke	penyidik	kepolisian	ditinjau	dari	Pasal	138	Ayat	(2)	Kitab	Undang	Undang	Hukum	Acara	
Pidana."	Skripsi,	Universitas	Merdeka	Pasuruan,	2023,	hlm.	4.	

34	 Isna	 Putri	 Yustina.	 "Tinjauan	Yuridis	Kode	Etik	Kepolisian	Republik	 Indonesia	
Dalam	Penegakan	Hukum	Di	Indonesia."	Skripsi,	Universitas	Islam	Sultan	Agung	Semarang,	
2024,	hlm.	10.	
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melainkan	 harus	 memberikan	 efek	 jera	 bagi	 pelanggar	 dan	 efek	 edukasi	 bagi	

seluruh	anggota	Polri.35	

Penerapan	sanksi	kode	etik	terhadap	anggota	Polri	yang	melakukan	tindak	

pidana	 suap	 juga	memiliki	 dimensi	 penting	 dalam	 reformasi	 internal	 kepolisian.	

Kasus-kasus	pelanggaran	berat	seperti	suap	menunjukkan	adanya	kegagalan	dalam	

pengawasan	 internal,	 sehingga	 penerapan	 sanksi	 tidak	 cukup	 berhenti	 pada	

individu	pelanggar	saja,	tetapi	harus	dibarengi	dengan	evaluasi	sistemik	terhadap	

sistem	pembinaan,	pengawasan,	dan	akuntabilitas	di	lingkungan	Polri.36	Dalam	hal	

ini,	peran	pengawasan	eksternal	seperti	Komisi	Kepolisian	Nasional	(Kompolnas)	

dan	 Ombudsman	 Republik	 Indonesia	 juga	 menjadi	 penting	 untuk	 memastikan	

bahwa	proses	penegakan	kode	etik	berjalan	objektif	dan	tidak	diskriminatif.	

	
4. KESIMPULAN	

Ketentuan	 pemberian	 sanksi	 kode	 etik	 profesi	 bagi	 anggota	 Polri	 yang	

menerima	uang	suap	diatur	secara	 tegas	dan	berlapis,	yaitu	melalui	 sanksi	etika,	

sanksi	administratif,	dan	proses	pidana	umum,	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	17	

dan	 Pasal	 107	 Perpol	 Nomor	 7	 Tahun	 2022	 serta	 Pasal	 5	 ayat	 (2)	 dan	 Pasal	 11	

Undang-Undang	Nomor	31	Tahun	1999	jo.	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2001	

tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi.	 Oleh	 karena	 itu,	 saran	 yang	

diberikan	 adalah	 agar	 Polri	 terus	 menjunjung	 tinggi	 asas	 transparansi,	

akuntabilitas,	 keadilan,	 serta	 prinsip	 proporsionalitas	 dalam	 proses	 penegakan	

kode	etik	dan	hukum,	memperkuat	pembinaan	nilai	integritas	melalui	Tri	Brata	dan	

Catur	 Prasetya,	 serta	mengoptimalkan	 fungsi	 pengawasan	 internal	 seperti	 Divisi	

Propam,	guna	menjaga	kepercayaan	masyarakat	dan	kehormatan	institusi.		

	

	

	
	

 

35	 Erwin	 Mangatas	 Malau.	Tindak	 Pidana	 Khusus	 Dan	 Tautannya	 Dengan	 Kuhp	
Nasional	(Uu	No.	1	Tahun	2023).	Zifatama	Jawara,	Jakarta,	2024,	hlm.	28.	

36	 Bambang	 Waluyo.	Pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi:	 Strategi	 dan	
optimalisasi.	Sinar	Grafika,	Jakarta,	2022,	hlm.	26.	
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